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B uku ini dibuat untuk mengkaji masalah perlindungan konsumen
1 Ddalam perspektif negara hukum. Dalam konteks demikian,
secara khusus penulis lalu berusaha mengembangkan pemikiran
tentang fungsi hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran
produk pangan kedaluwarsa yang terkait dengan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber dan bahan utama buku ini diambil dari tesis Wiwik Sri
Widiarty yang berjudul Perlindungan Kosumen terhadap Peredaran
Produk Pangan Kedaluwarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 yang dipertahankan pada 27 Juli 2006 di Program Pasca
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis
tesis dalam buku ini, bertindak sebagai penulis kedua, dan penulis
pertama adalah Dr. John Pieris, SH, MS dosen FH-UKI serta
dosen dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum-Program
Pascasarjana UKI. Atas kesepakatan bersama penulis pertama dan
kedua mengembangkan tesis itu menjadi buku baru. Tentunya
pertama-tama dilakukan rekontruksi terhadap tesis itu. Penambahan
beberapa teori, terutama teori negara hukum menjadikan buku ini
sebuah perspektif pengetahuan yang mungkin bermanfaat.

Produk pangan kedaluwarsa dikaitkan dengan bencana gempa
tahun 2006 yang terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya dan
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beberapa kasus lain yang aktual diangkat juga untuk dikaji dalam
buku ini. Banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat peduli
gempa, ternyata berupa makanan yang sudah berjamur, rusak dan
tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Banyak korban berjatuhan
karena makanan yang kedaluwarsa itu, sehingga pihak rumah sakit
yang menangani kasus tersebut disibukkan untuk melakukan
pengawasan secara ketat terhadap bantuan makanan bagi penderita
korban gempa.

Beberapa teori dan konsep pemikiran, selain akan digunakan
dalam penulisan ini, diupayakan juga untuk dikritisi. Beberapa
peraturan hukum dan perundang-undangan juga digunakan sebagai
landasan yuridis untuk menyarati beredarnya makanan yang sudah
kedaluwarsa.

Pertumbuhan industri pangan yang menghasilkan produk pangan
olahan dewasa ini semakin meningkat. Terdapat berbagai produk
industri makanan memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan
pangan, khususnya produk pangan yang rusak dan kedaluwarsa,
sehingga pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang
mengaturnya. Ketentuan yang mengatur mengenai produk pangan
kedaluwarsa terdapat dalam Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1996 tentang Pangan dan dalam Pasal 8 huruf g Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Akhir-akhir ini Unit Layanan Pengaduan Konsumen B POM,
sering kali mendapatkan laporan dari konsumen mengenai produk
makanan kedaluwarsa. Makanan kedaluwarsa adalah makanan yang
telah lewat tanggal berlakunya. Konsumen dan pelaku usaha
merupakan dua kelompok utama yang masing-masing punya
kepentingan. Pentingnya informasi yang diberikan pelaku usaha
kepada konsumen, bahwa perlu adanya pemasangan label ataupun
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standarisasi mutu produk dan keamanan pangan sangat dirasakan
untuk produk makanan, mengingat sangat dekat dengan nyawa
manusia. Hal ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Obat
dan Makanan (POM) No. 02240/B/SK/V1/91 tentang pedoman
persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan bagian 1 angka
(2) yang mengatur tentang informasi yang harus dicantumkan pada
label.

Dibahas juga mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsu-
men Philipina, sebagai bahan perbandingan dengan UU Perlindungan
Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen,
mendukung kesejahteraan konsumen dan menetapkan praktek
standarisasi di bidang bisnis dan industri.

Penulis
John Pieris & Wiwik Sri Widiarty
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onsumsi masyarakat akan produk-produk
pangan cenderung terus meningkat dari waktu
ke waktu, seiring dengan perubahan gaya hidup,
termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan
masyarakat masih belum memadai untuk mampu memilih
dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Di lain pihak, iklan dan promosi gencar mendorong
konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan
seringkali tidak rasional. Untuk itu Indonesia harus memiliki
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang
efektif dan efisien agar mampu mendeteksi, mencegah dan
mengawasi produk-produk yang datang dari dalam maupun
luar negeri guna melindungi keamanan, keselamatan dan
kesehatan konsumen.

Oleh karenanya, diperlukan rumusan standar moral
dalam aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi yang
tegas. Di sinilah letaknya campur tangan negara dalam
persaingan bebas dalam kebebasan kontrak sosial untuk
melindungi konsumen yang posisinya sering lemah dan
dirugikan. Sehubungan dengan itu peraturan-peraturan
hukum yang dibuat harus bersumber pada dan mengandung
nilai-nilai moral.
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